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g ABSTRAK

G

F_%ri Hidayatullah , (2023): Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah
= Terjadinya Vandalisme Halte di Kota
- Pekanbaru

— Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang tugasnya
adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan
mémberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Femomena yang terjadi dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota
Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk
m@getahui bagaimana tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah terjadinya
Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor kendala
datam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru. adapun
ruusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab
kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan
apa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota
Pekanbaru.

Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode hukum kualitatif yaitu
menganalisis data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian yang menghasilkan
informasi analitis atau data tertulis dan tidak tertulis yang disajikan oleh
responden. Pendekatan penelitian ini yaitu sosiologis empiris di mana pedekatan
tersebut meneliti efektivitas hukum dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara
berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi
dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun lokasi penelitian yaitu Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru, Riau

® Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mencegah
teg_adlnya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru sudah melakukan dengan upaya
préventif diantaranya adalah pihak kepolisian melakukan oprasi umum,
mendorong bahbin kamtibmas memeberikan bimbingan kepada masyarakat,
mémbentuk reserse Kepolisian dengan melakukan penyelidikan, namun belum
berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini
be&tuk penghambat pelaksanaan mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota
Pexanbaru diantaranya adalah Faktor internal seperti sarana dan prasarana kurang
memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadai anggota kepolisian

.
dagi segi kuantitas, kurang dukungan anggaran dalam menyelesaikan kasus. Dan
Faktor eksternalnya yaitu kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang tidak mau
m§mbantu pihak kepolisian, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara
kurang memadai.

ens

Kata Kunci: Tanggung Jawab Kepolisian, Pencegahan, Vandalisme
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KATA PENGANTAR

ABH @

Asslamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt,

lw ejd

karena atas segala berkah dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

n

depgan judul “Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya
(0))

Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
w
—

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” ini dapat di

py)
selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam

c
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserts keluarga,
sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-
orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal
A’lamin.

Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
ur}wk mencapai gelar sarjana pada Program Studi IImu Hukum Fakultas Syariah
da;sa‘ Hukum Uin Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang
pegteliti miliki, maka dengan tangan terbuks dan hati yang lapang peneliti
meiﬁerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang
ak%n datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta
du%ungan dari pihak berbagai pihak. Dengan ini peneliti ingin mengucapkan
teEt;nakasih kepada:

@)
1.§Kepada kedua orang tuaku, ayahanda Iwan dan ibunda Lasmiati yang

menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan

11eAg ue

.dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku
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gsampai kini, tak pernah cukup ku membalas cinta ayahanda dan ibunda yang
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o selalu memberikan dukungan baik dukungan secara moril dan nonmoril.
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2.o, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta
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—-jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 UIN
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Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt M.Sc. Ph.D selaku Wakil Rektor 11l

UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
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menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
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Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta
jajarannya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan Il Fakultas Syariah dan
Hukum, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan Ill yang telah
mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
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telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Dosen

Pembimbing Materi dan Metode Penelitian yang telah memeberikan arahan

Ajrs1aarun d

" dan bimbingan kepada penulis.
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Kombes Pol Jefri R.P Siagian, S.I.K., M.H. selaku Kapolresta Pekanbaru,

Sarwono, S.ST(TD), MT selaku Kepala UPT. Pengelolaan Trans Pekanbaru
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gyang telah memberikan peneliti waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan

r -y . - -
o penelitian ini.
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7.0 Untuk organisasi tercintaku KSR PMI UNIT 04 UIN SUSKA RIAU,

=
—-terimakasih sudah bersedia menjadi wadah penulis untuk bertukar pendapat,

=
c—menyalurkan bakat, menjadi rumah kedua penulis saat melanjutkan

ipendidikan. Tidak lupa untuk kakak-kakak dan rekan-rekan seperjuangan

c
gterimakasih sudah bersedia menjadi keluarga penulis.
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8.-uKeluarga besar Ilmu Hukum, Khususnya IImu Hukum Kelas B Angkatan

g 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini,
baik secara teori maupun penulisam yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga
Allah senantiasa amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang lebik
baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bia menambah wawasan bagi siapapun

yaﬁb membacanyam Aamiin.

o
Waﬁﬁsalamua ‘alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 2023
Penulis,

EAHRI HIDAYATULLAH
NIM. 11920711483
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unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©
I BAB I
{ah]
: PENDAHULUAN
=
AY Latar Belakang Masalah
=]
= Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah suatu
=
=

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

=
Suatu peritiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau
c

:?;-memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari Objektif dan

?Subjektif. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka suatu perbuatan yang

= dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana.’

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu salah
satunya yaitu menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven)
dimuat dalam buku Il dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku
1112 Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, menurut pasal

406 KUHP : “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum

menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

dTUIR]S] 3}€}S

-barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
_diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama

0 AjIs12ATUN

terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh,

merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan,

! R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
), h.175.
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002),

&g ulejIng J
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©
Tyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.® Salah satu

10 ).

_tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme. Vandalisme adalah perusakan
secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan
:menimbulkan kerugian.*

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang di atur

dalam KUHP, yakni Pasal 170 ayat 1. Adapun bunti pasal 170 KUHP adalah

eysns Nin Yijlw ejd

-0 “barang siapa yang di mjka umum bersama-sama melakukan kekerasan

el

< terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima
enam bulan”.”
Berdasarkan Pasal 170 KUHP menerangkan:
a) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum
terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan.

O
~

Tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika
ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan

itu menyebabkan sesuatu luka.

O
~—

Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan

yang dilakukan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

o
~

Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu

menyebabkan kematian.

® Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018),

=

* Faisal Ismail, Islam; Idealitas Qur’ani Realitas Insani, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018),

nery wisey ;gi@&%ue”ng JO AJISIdATU() dDTUIR[S] d)€)}§

> Soenarto, KUHP DAN KUHAP, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), H. 105.
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Unsur-unsur yang harus di penuhi dalam melakukan kekerasan

194eH ®

terhadap orang atau barang yang pelakunya berjumlah lebih dari satu orang

ang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan

lw e)d
o <

imuka umum.
Berkaitan dengan transportasi, tentu disetiap kota yang sedang
berkembang mempunyai angkutan umum yaitu bus, sebagai sarana pelayanan

publik untuk memudahka para pengguna berpergian. Dengan adanya bus

d B3sSng NIN X!

tentu harus ada tempat untuk menunggu bagi para calon penumpang yaitu

nei

Halte sebagai tempat untukk menaikan dan menurunkan para penumpang

agar lebih dirasa nyaman sebagai akses para pengguna bus.

Halte merupakan salah satu fasilitas transportasi yang disediakan
pemerintah sebagai pendukung dalam mewujudkan sistem transportasi yang
efektif dan efesien. Halte diperlukan keberadaannya disepanjang rute
angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat yang telah

ditetapkan untuk menaikan dan menurunkan penumpang agar perpindahan

IS 2338

enumpanb lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat

QT

iminimalkan. Karena disepanjang rute inilah keberadaan calon penumpang

Jrure

)

_memberikan andil yang cukup besar terhadap gangguan lalu lintas yang

ISI9A

menyebabkan kemacetan. Penempatan halte disepanjang rute kendaraan harus
sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah di tetapkan oleh Dinas

Perhubungan, dan digunakan sesuai dengan kegunaannya.

Sistem transportasi umum Kkhususnya Trans Metro Pekanbaru

11eAg uej[ng jo A3

.dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk memefasilitasi kebutuhan

nery wisey j
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@)

T masyarakat Kota Pekanbaru, salah satunya yaitu halte. Pada setiap koridor

10 ).

Iw eyd

bus yang ada di Kota Pekanbaru dilengkapi dengan halte. Terdapat 309 halte
yang tersebar di koridor-koridor bus Trans Metro Pekanbaru, dengan tipe

—-yang berbeda. Halte bus Trans Metro Pekanbaru terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe

=
c permanen,semi permanen dan portable. Untuk lebih jelasnya dalam tabel
=z
cDberlkut.
=
i Table 1.1
Q
P Jumlah Halte di Kota Pekanbaru
&
c
KONDISI
NO NAMA RUAS JUMLAH
BAIK RUSAK
JALAN
1. endral Sudirman - 26 26
2. |Ahmad Yani - 10 10
3. |Soekarno Hatta - 39 39
4. [Riau - 15 15
4
% 5. [Tambusai E 26 26
:.- 6. [Imam Munandar - 18 18
=
=1 7. [Kaharudin Nasution 1 20 21
=
3. 8. |Arifin Ahmad - 12 12
m
@[ 9. |HR. Soebrantas - 33 33
<
©| 10. |Hang Tuah 13 29 42
Lo o)
W
=| 11. |Pasir Putih 2 16 18
=
3) 12. Diponegoro - 3 3
et
o
-
o
~
0
=
=}
=
;-
o
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©
g 13. |Sulta Syarif Qasim - 1 1
G
o| 14. M. Dahlan - 1 1
o
o 15 Siak 2 - 4 4
3] 16. [Sakinah - 3 3
~| 17. |Yos sudarso - 1 1
=
Z| 18. |SM. Amin - 14 14
w
ﬁ 19. |Patimura - 2 2
-~
@1 20. Sutomo - 4 4
o)
o | 21. [TanjungDatuk - 5 5
c
22. Juanda - 1 1
23. |Paus - 3 3
24. Rambutan - 4 4
25. |Kartama - 3 3
JUMLAH 16 293
TOTAL 309
S
2.- Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023
E Tindakan aksi vandalisme di Kota Pekanbaru ini sangatlah beragam,
+¥]
?.dari mulai aksi coret-coret tembok baik berupa mural, bentuk aspirasi yang

un o

'tidak di dengar pemerintahan, coretan penanda wilayah seperti geng motor,
pengrusakan fasilitas umum, pengrusakan barang-barang milik pribadi,
pencurian. Salah satu contoh aksi vandalisme yang paling sering ditemukan
adalah aksi coret-coret tembok. Coretan-coretan ini sangat mengganggu
keindahan sudut kota dan biasanya sering di lakukan umumnya oleh para

remaja dan biasanya dilakukan untuk menunjukan eksistensi dan karya seni

neny wisey jrredAg uejing jo A3rsisa
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©
T yang malah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, dan juga contoh

10 ).

_aksi vandalisme ini terjadi di kota-kota besar seperti Ibu Kota DKI Jakarta
seperti kasus pengrusakan dan pembakaran Halte Trans Jakarta saat demo
:menolak Omnibus Law, dan kasus vandalisme juga terjadi di Kota Pekanbaru
seperti kasus 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak oleh orang tak
dikenal .’

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

eysnsg Nin Yijlw ejd

v Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban

e

< masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002,
Kepolisian Negara Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketetiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, Dalam hal ini melaksanakan
tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor
2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan

perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

'mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi
aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan

kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup

Ag|uejng jo

® Fernando Sikumbang, “ 5 Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Dirusak OTK”, Artikel dari

httfis://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/amp/2021/06/12/5-halte-bus-trans-metro-pekanbaru-
dind§ak-otk Diakses pada 19 September 2022.

nery wisey
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©
T kewenangan administrative kepolisian, melakukan tindakan pertama di

10 ).

tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang, dan mencari keterangan dan barang bukti.
Namun kenyataan masih terjadi vandalisme diantaranya masih

banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu

NIn!iw eyd

mkenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau

n

< kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang
jeb)
udilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme tersebut,

g dengan diperlukan suatu hubungan antara pelaku vandalisme dan masyarakat
untuk dapat menyelesaikan problem tersebut, melalui pemulihan kerusakan
atau kerugian yang di hasilkan dengan menerapkan prinsip penegakan hukum
dalam penyelesaian perkara pidana (restoratif justice).”

Dari hasil wawancara informasi yang penulis terima dari dinas
perhubungan Kota Pekanbaru, pada Kamis 10/06/2021 sekitar sore hari,
terjadi aksi Vandalisme di Halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang di

lakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Ada 5 Halte dari Trans Metro (TMP)

yang menjadi sasaran dari oknum tidak bertanggung jawab tersebut sehingga

[} dTurejsjy ajejlg

menyebabkan beberapa kerusakan pada bagian kaca di halte bus di Kota

Pekanbaru, diantaranya: 1) Halte depan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru; 2)

I9AIU

A31s

"Halte Mal Pekanbaru; 3) Halte Taman Makam Pahlawan; 4) Halte depan BNI

jalan jendral sudirman dan; 5) Halte depan RS Awal Bros Pekanbaru.

Ag|uejng jo

" Muhammad Arif, “Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak

huklim menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian” Jurnal Hukum, Volume
135 Nomor. 1., (2021) h. 95.

nery wisey
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©
I Kerusakan halte dilakukan dengan cara seperti halte bus dilempari dengan

batu, bangunan halte dicoret-coret.?

10 ).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Satreskim Polresta Pekanbaru
:Bapak Sapta Anwar yang mengatakan bahwa memang terjadi Vandalisme
Halte di Kota Pekanbaru. Menurut data dari Satreskim Polresta Pekanbaru di
Tahun 2021 tercatat 1 laporan yang masuk di Polresta Pekanbaru yang di

laporkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ada 5 halte yang

Y e)ysng NIn!iw eyd

mengalami kerusakan, pelaku pengrusakan tersebut berjumlah 3 orang, satu

nei

diantaranya telah terindentifikasi yaitu pelaku berinisial YG (18 Thn) warga
jalan Paus, Nelayan Ujung RT 02/RW 16 Kelurahan Sri Meranti Palas,
sementara dua temannya yang lain masih dalam proses pencarian. °

Menurut data di atas menunjukan bahwa banyak terjadinya
Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru, oleh karena itu perlu ada upaya dari
polisi untuk menangani aksi-aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,

%Untuk mengatahui secara mendalam tentang Vandalisme di Kota Pekanbaru.

2}

- Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji

Turefs

secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul
“Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Vandalisme

Halte Di Kota Pekanbaru”.

z
AQguejng jo Ajrs1aArun d

N
o

nery wisey JI

® Yuliarso, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 04
mber 2022.
° Sapta Anwar Satreskim Polresta Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 10 November
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L Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian
yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam
:Waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah

dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah

NIiniw eydio el o

ch)terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru dan faktor kendala dalam

n

< mencegah terjadinya VVandalisme Halte di Kota Pekanbaru.
jeb)
CoRumusan Masalah

g Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya
Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya VVandalisme Halte
di Kota Pekanbaru?

= Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam

rureysy a3eyy

.penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui tanggung jawab kepolisian dalam mencegah
terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam mencegah terjadinya

Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.
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Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat

penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1)

2)

3)

Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
diteliti.

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum,
khususnya Hukum Tata Negara.

Dapat menambah informasi tentang Vandalisme Halte.

b. Manfaat Praktis

1)

2)

Bagi masyarakat, hasil penelitian ni dapat memberikan tambahan
ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi
Masyarakat Pengguna Halte.

Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan refrensi dalam
pengembangan penelitian yang berkaitan dengan Vandalisme

Halte.

c. Manfaat akademis

1)

2)

memberikan suatu konstribusi dan perkembangan ilmu hukum dan
menjadi refrensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa
Universitas Islam Sultan Negeri Syarif Kasim jurusan ilmu hukum,
dan diharapkan dapat dijadikan refrensi.

Menambah pemahaman mengenai Vandalisme Halte.
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Pengertian Tanggung Jawab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab

llw e

Zadalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh
Z dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam hukum Islam tanggung

w

ﬁ jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang
L

;telah diwajibkan kepadanya.'® Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah
gsuatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang
berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.**
Kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai
dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum
orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.*?

Dari berbagai pengertian tanggung jawab diatas dapat di simpulkan
bahwa tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan dampak
kesalahan atas perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan hak hukum bagi

seseorang untuk menuntut orang lain sehingga kewajiban hak hukum orang

lain tersebut memberikan pertanggung jawabannya.

10 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia, Indonesia,2005).

1 Spekidjo Notoatmojo, Etika Dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

12 Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta:
asi Pustaka, 2010), h.48
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©
BC.DITinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
G
o 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana
o
o Istilah tindak pidana adalah sebagai terjamahan dari istilah bahasa
=]
— Belanda yaitu “Strafbaar Feit” atau “delict”. Di dalam bahasa indonesia
=
— sebagai terjamahan dari strafbaar feit atau delict terdapat beberapa istilah
= i
¢y Seperti:
c
@ a. Tindak pidana
—~
; b. Perbuatan pidana
o  C. Peristiwa pidana
c
d. Pelanggaran pidana
e. Perbuatan yang boleh dihukum

f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut di atas, yang paling tepat dan
baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, dengan alasan
bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas
sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.*®

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah
laku dan gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga
seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia
telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi
dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal
164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk

melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahtan,

nery wisey QJEJ[S ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

3 Ishaq dan Efendi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014),
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ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena
itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan
yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana
pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan
yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh
hukum).**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering
dipergunakan untuk menterjamahkan istilah strafbaarfeit dalam bahasa
Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum
pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan
yang dirumuskan dalam perundang- undangan pidana sebagai perbuatan
yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang
yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.’®

“Peristiwa pidana adalah “Een Strafbaargestelde, onrechtmatige,

met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvat baar
person”. Terjamahan bebasnya: perbuatan salah dan melawan hukum,
yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu

bertanggung jawab”.'®

Unsur-unsur Tindak Pidana

Ag ue3[ng jo AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.49.
5 ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, (Denpasar: Fakultas Hukum udanaya,

), h.64.

1% Ishaq dan Efendi, Loc.cit, h.137.
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Menurut pengertian rancangan KUHP Nasional adalah :

a. Unsur-unsur formal :
1. Perbuatan sesuatu.
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan terlarang.

4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancampidana.
b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu
harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
tidak patut dilakukan.!” Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari
dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang
dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku
itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur
kesalahan ini timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat
dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-
undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur
kesengajaan.’®

2. Dari segi objektif, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari

perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu.*®

S
neny wisey Predgqiue)lng jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

7 Andi Sofyan dan Nur Azisa, “Hukum Pidana: Pustaka Pena Press”, (Makassar: ,
), h. 99.

% |smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”,

{karta: Prenadamedia Group, 2014), h.38.
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Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus
dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar- benar ada
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suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang
dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.

Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat
itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang
terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang
tidak dapat dipersalahkan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari
ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya dan
keadaan darurat.

Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung
jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum,

Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang

berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-
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nyata bertentangan dengan aturan hukum.?

Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu
perbuatan tertentu, Kketentuan itu memuat sanksi ancaman
hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa
maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman

terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa/pidana, pelaku

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.*
C. Pengertian Polisi

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang
yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1
ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TUrefsy aje}s

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian,
yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

ISI9ATU[N) D

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai
salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan

nery wisey jiBLg|uejng jo 43

% yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

21 |bid, h.68.
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©
T kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah

10 ).

‘yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan
menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.?
Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

nelry eysng Nin y!tw eyd

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

D. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian

TUrefsy aje}s

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga

Ajrs1aarun d

'Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga

22 sadjijono. Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta: LaksbangMediatama, 2008), h.52
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©
gdan diberikan kewenangan menjalankan fungsi berdasarkan peraturan

7 23
o perundang-undangan.

©
=

o Sebelum menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum kepolisian harus

= . . :
—-mengetahui asas-asas hukum sebagai pertimbangan dalam melaksanakan

tugas yaitu:
1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum

wajib tunduk pada hukum.

N

Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani

Nely ejsns NIN X

permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum
diatur dalam hukum.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat
polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan
kekuatan hukum dikalangan masyarakat.

4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh
institusi yang membidangi.

Dengan menjalankan Asas Preventif fungsi kepolisian menjadi fleksibel, yang

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

berarti disaat harus tegas menangani suatu peristiwa namun dalam situasi

tertentu Kepolisian juga harus dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu

% sadjiono, Mengenal Hukum Kepolisian,(Surabaya: Laksbang, 2005), h.5
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gkepolisian harus mampu memahami perkembangan yang sedang terjadi di

-
o Masyarakat.

©

Ex Tugas dan Wewenang Kepolisian

Nely ejlsns NN X
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—1. Tugas Kepolisian

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer)
yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup
Jaksa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
Negara Republik Indoneisa yakni dalam pasal 13 dibahas tentang tugas
pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan
dan Kketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
Kepolisian Negara RepublikIndonesia bertugas melaksanakan pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan
pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam
menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketataanwarga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan. Selain itu kepolisian

juga bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
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melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.?*
Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara
umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu
menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapt mengganggu
ketertiban umum masyarakat, dan mengawasi aliran yang dapat
menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
mengeluarkan peraturan kepolisiandalm lingkup kewengan administrative
kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil
sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, dan mencari
keterangan dan barang bukti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai dengan peraturan
perundangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan
keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin
mengemudi kendaraan bermotor, memberikan izin dan melakukan
pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan

petunjuk, dan melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam

ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] d)e}§
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% Muhammad Arif, “Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak

hukgm menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian”, Jurnal Hukum, Volume
13§Nomor 1., (2021), h.95.
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©
g menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.?

Fg Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan
:nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum
atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.
Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi

hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum

¥ e)ysns NN !lw eyd

tersebut mampu diimplementasikan atau tidak®.

nei

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua
institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat.
Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan
baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan
atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas
toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum

= Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta

Jje

= hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas

Turefs

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di
pengadilan.

Tugas dan wewenang dari penyelidik salah satunya adalah menerima

Ajrs1aarun d

'Iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai

®Farah Gitty Devianty, “peran kepolisian sector Gedebage Bandung dalam rangka
memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentabgt kepolisian negara republic Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16., Nomor 1.,
(2647), h.51.

% gatjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
PubBljshing,2009) h.7
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©
gdengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan

;dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas
g'laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
gdiduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
zdilakukan penyidikan. Penjelasan di atas penyelidikan merupakan tindakan
ipertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum

c
< adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya untuk meneliti sejauh mana

jeb)
ukebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian

g langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara
hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap,
menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan
menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti

yang cukup saja belum dilakukan diawal. Tugas dan wewenang penyelidik

meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu :

=

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana.

no

Mencari keterangan dan barang bukti.

w

Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.

>

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik
atau polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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©
T bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan

10 ).

_Walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang
sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta
:siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,
khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau
tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Rangkaian

tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan

Y e)sng NN !lw eyd

oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan,

el

< penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan
hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses peyidikan itu
dinyatakan selesai.

Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai
dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi
penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai

terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang di

TUrefsy aje}s

lakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang di atur

dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan.

Ajrs1aarun d

3 Penggeledahan.
3. Penyitaan.
4. Penahanan.

5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

neny wisey jrredAg uejng jo
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Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh
_menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan
jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja
-dalam sistem Peradilan Pidana. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja

yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

eYsng NIn Y!lw ejdid ey @

—oberlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti

e

< sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Polri sebagai bagian dari aparatur penegak hukum mempunyai tugas
untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan Kketertiban serta tegaknya
supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi
konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Dalam bidang
penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan

Tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai

TUrefsy aje}s

penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka

menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara

Ajrs1aarun d

Pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah
menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
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. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan.

. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan.
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.

. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

. Mengadakan penghentian penyidikan.

. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak.

. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,

yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat

sebagai berikut :

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
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2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan.

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5. Menghormati Hak Azasi Manusia.

. Vandalisme

Pengertian Vandalisme

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme adalah
perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang
berharga lainnya (kerusakan alam, dsb) atau perusakan dan penghancuran
secara kasar dan ganas.?’ Vandalisme adalah sebuah tindakan merusak
benda-benda atau barang-barang yang menajdi milik publik atau
dibutuhkan oleh publik.?®

vandalisme berasal dari kata vandal atau vandalus, yang mengacu
pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menepati wilayah
sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Di abad keempat dan
kelima masehi suku vandal ini mengembangkan wilayahnya sampai
menjangkau Spanyol dan Afrika Selatan. Pada tahun 455 masehi suku
vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra
Romawi yang terdapat pada waktu itu.

Dari perilaku suku vandal tersebut, vandal kemudian diberi

makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak

B

nery wisey fredg uejrng jo Ajrs1aarun drure[sy ajelg

2" |sran Elnadi, Loc.cit.
% Doni Koesoeman dan Evy Anggraeny, “Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter

jasis Kultur Sekolah”, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), h.148.
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sesuatu yang indah-indah.”® pengertian lain vandalisme adalah tindakan
atau perbuatan yang mengganggu atau merusak obyek fisik dan buatan,
baik milik pribadi maupun fasilitas umum. vandalisme umumnya yang
ditemui adalah mencoret-coret dinding sekolah, meja, kursi, jembatan,
halte bus, merusak fasilitas umum seperti telpon umum, bus, WC Umum,
dan tanaman.®

Bentuk-Bentuk VVandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan

nely eysng NN Y!tweydido yeq @

tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan
tindakan vandalisme sebagai berikut :

1. Aquistive Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan
motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan
iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya
yang merusak lingkungan tempatnya berada.

2. Tactical Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan
motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu
ideology. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjiatno yang
menulis kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR

bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran,

# Endang Sholihatin dan Erwin Kusumastuti dan Kinanti Resmi Hayati, “Pencegahan

Z[N|S JO AJISIDATU) dIUIR[S] d}€}§

Sikap Vandalisme Pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital”, Jurnal Ilmu
Kd?nunikasi, Volume 2., Nomor 1., (2019), h.3.
kg) ¥ Muhammad Musafir dan Sudarmi Suud Binasar dan Aspin, “Layanan Konseling

Kelompok Dalam Mengurangi Perilaku Vandalisme Siswa Smp Negeri 7 Baubau”, Jurnal Bening,
me 2., Nomor 2., (2018), h.41.
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keadilan dan ketegasan;

. Malicious Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan karena

pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan
gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibursaat menghancurkan

property milik orang lain;

. Play Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi

untuk menunjukkan atau mendemonstasikan kemampuan yang
dimiliki, bukan bertuajan untuk mengganggu orang lain.*

A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tipe)

pokok yaitu :*

a. Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang

tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter.
limiah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak

jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.

. Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi

keuntungan, seperti ‘“mengacak-acak” atau menghancurkan mesin

penjualan untuk mencuri isinya.

. Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai

ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa tau etnis tertentu.

S

nery wisey JifAg uejng jo A31sIaATU() dTWR[S] 3}B}S

® Khairunnisa Lutfi, “ Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam , (Medan:
si Fakultas Syariah dan lImu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h.28.
%2 Difta Wahyu Aji, Loc.cit, h.42.



D)

EF

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

29

©
HE Upaya Penanggulangan Kejahatan

10 ).

a. Upaya Pre-emtif

Mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang akan
dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dilakukan adalah memberikan
himbauan, pemahaman, dan penjelasan dengan cara mengumpulkan warga
untuk meberikan sedikit ceramah atau himbauan tentang kejahatan itu
sendiri dan menananmkan nilai-nilai ataupun norma yang baik supaya

terinternalisasi di dalam diri setiap orang.*

nelry eysng Nin y!tw eyd

Upaya preventif dengan melakukan pembinaan bagi masyarakat
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dalam
peraturan perundang-undangan. Tugas Kepolisian dalam bidang ini adalah
melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial sehingga
tercapainya tujuan dari suatu konsep. Konsep ini sudah ada sesuai dengan
karakter dan budaya indonesia dengan melakukan sistem keamanan
lingkungan dalam komunitas di lingkunga masyarakat.

Upaya Preventif

Tindak lanjut dari upaya preventif dalam pencegahan sebelum
terjadinya kejahatan. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum
terjadi kejahatan. Maka dalam hal upaya ini harus mengetahui faktor-faktor

apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.** Upaya preventif

}igs jo KJISIBAIUI] D!llll?[S&Q]l?]S

* Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, “Penegakan Hukum Pidana terhadap
uatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”, Jurnal 1JCLC,
Itas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1., Nomor 2., (2020), h.113.

% Jesron Simarmata, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang
Difakukan oleh Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang”, (Palembang: Tesis, Fakultas
HuURUm, universitas Sriwijaya, 2020), h.21.
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yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif,
yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan
kejahatan.®

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara
keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan
dan pertolongan khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran
hukum. Dalam melaksanakan tugas ini di perlukan kemampuan
profesional dan teknik tersendiri seperti contoh patroli, penjagaan,
pengawalan, dan pengaturan.

Upaya Represif

Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku
berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar
bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat,
sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain.
Upaya pemberantasannya dilakukan melalui  pengobatan  dan
hukuman.®* Tugas ini membuat substansi tentang cara penyidikan dan
penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

elips jo &ZIISIBA!UH dJIWe|[sy ajels

% Sustiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana

deerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum
UriQersitas Muslim Indonesia Makassar, Volume 4., Nomor 1., (2020), h.26.

neny wisey jrred

% Op.cit, Jerson Simarmata, h.22.
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Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan
pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam
perundang-undangan serta horma-norma yang hidup dan berkembang di
masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan
lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya
adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui
pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih
mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang
alami.*’

Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan
menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara
sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang

tertentu secara factual dan cermat. **Penelitian ini bersifat deskriptif

Pe;

nery wisey jigg
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¥ Elta Mamang Sangadji &Shopia, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam

itian,(Yogyakarta: Andi,2010), h.17.

% Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.7.
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g karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk
; menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.*

E’ Dalam penelitian ini penulis akan mendekripsikan penelitian ini
2 berkaitan dengan Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya
Z Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru.

.mzPendekatan Penelitian

‘E_ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jeb)

-0 Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau

e

< aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode
penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metodee
dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkitan dengan orangdalam
menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang
lainnya ataua masyarakat. Sehingga kenyataan yang di ambil dalam suatu
masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum
empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau

suatu data yang di peroleh langsung dari sumbernya.

r&legsy aje1s

Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini

aitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Riau. Alasan memilih lokasi tersebut

Ajrs1aarun d
x <

arena beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan mendapatkan

tidak adanya tanggung jawab kepolisian dalam mencegah terjadinya

Ag uejIng jo

Ps

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak.
logi, Universitas Gajah Mada, 1986), h.3.
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gVandaIisme Halte di Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 2

-
o Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

©

D5 Subjek dan Objek Penelitian

dEASNSENIEMEALL

nei

-
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c
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@
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Pada penelitian ini, peneliti memerlukan pihak yang akan menjadi
subjek penelitian untuk memperoleh informasi dan data berdasarkan
pengetahuan sesuai dengan wewenangnya. Subjek yang akan diteliti yaitu
Satreksrim Polresta Pekanbaru dan Kepala UPT. Trans Metro Pekanbaru.
Objek

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yaitu
Tanggung Jawab Kepolian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di

Kota Pekanbaru.

E. Populasi dan Sampel

1.

-

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau
individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan
tersebut berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.*°

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya
hendak diteliti.** Peneliti menggunakan teknik sampling purposive

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

S ufe}[ng Jo AJISIdATU() dIWR[S] d)e}§

“ Dr. H. Abu Samah, M.H Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum

(Pekanbaru: 2019) h.31.

Ie

*1 Djarwanto, Pokok-pokok Metode dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi,

(YBgyakarta: Liberty, 1994), h.420.
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£ Tabel 3.1

{ah]

r -

o Populasi dan Sampel

o

o NO Responden Populasi Sampel Persentase
=]

= |1l Satreskrim 10 Orang 3 Orang 33%
= Polresta

= Pekanbaru

= 2. Kepala UPT. | 1 Orang 1 Orang 100%
) Pengelolaan

c Trans

L pekanbaru

S 3. Masyarakat 500 Orang |100rang | 5%
A Pengguna

D Halte

c

(Sumber: Olahan data Penelitian 2023)

F. Sumber Data

34

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan,

pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan

dan kepustakaan.*? Sedangkan jenis datanya yaitu:

1. Sumber Data Primer

gl uejing jo AjrsraArup drure[sy ajels
)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara

Sumber Data Skunder

E

BA

nery wisey ji

Kepolisian dan Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru.

*2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
iris,( Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h.156.
*% Jonathan Surwono, Metode Riset Skripsi, (Jakarta: Eks Media, 2012), h.37.

langsung dari Kantor Polresta Pekanbaru dan Kantor Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru.”® diperoleh dari wawancara secara langsung dari
anggota Kepolisian, dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data

primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari
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Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder adalah sumber
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.**
Data sekunder ini merupakan data yang sifathya mendukung keperluan
data primer seperti buku-buku, jurnal,literatur dan bacaan yang berkaitan

dengan penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan

< pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka

dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan
selektif dalam mengamati dan mendegarkan fenomena atau interaksi
yang terjadi. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat secara langsung tentang
bagaimana tugas-tugas kepolisian dalam menindaklanjuti vandalisme
halte di kota pekanbaru berdasarkan pasal 13,14 undang-undang nomor 2
tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Namun

melakukan pengamatan secara langsung.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang

digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan

neny wisey jiedAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

* Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.402.
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g melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

G

o memeberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat di pakai

o

o untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. *Dalam

=] o . .

= penelitian ini, penulis mewawancari Kapolresta Pekanbaru, Kepala UPT

=

— Trans Metro Pekanbaru, dan Masyarakat Pengguna Halte Trans Metro

=

b Pekanbaru.

c

@ 3. Dokumentasi

—~

jeb)

Py Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis

QD

- yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang
penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih
aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Ajrs1aarun d

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan metode analisis kualitatif yaitu mengolah sumber data yang
terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dan apa

yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat

TUrefsy aje}s

.berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah
penarikan kesimpulan yakni menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana
tanggung jawab Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di
"Pekanbaru, serta menganalisa faktor-faktor kendala dalam mencegah

terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Ag uejIng jo

20

* Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara,
), h. 64
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

dioyeH @

esimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya

N 3111ube)

-maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran

N

Qang diharapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait Tanggung Jawab

S

“Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru
géerdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
CNegara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka
dapat diketahui bahwa terkait Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian dalam
Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia telah di laksanakan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari

5

%enelitian penulis:

Polresta Pekanbaru sebagai aparat dipercayakan oleh negara untuk
menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi
Vandalisme Halte yang terjadi. Namun Tanggung Jawab Kepolisian
Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru belum berjalan
secara optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan , Hal ini

dikarenakan masih banyak terjadi Vandalisme Halte di Pekanbaru. Bisa

51
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disimpulkan kesadaran akan pentingnya Implementasi Tanggung Jawab
kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia masih kurang. Namun demikian keterlibatan
pihak Polresta Pekanbaru di antaranya Kapolresta dan jajarannya dalam
melakukan penerapan peraturan undang-undang sudah cukup baik.

Faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah Vandalisme Halte

di wilayah Polresta Pekanbaru yaitu Faktor internal seperti sarana dan

nelry ejxsns NinN Y!iw ejdido yeq @

prasarana kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang
memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurang dukungan
anggaran dalam menyelesaikan kasus. Dan Faktor eksternalnya yaitu
kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang tidak mau membantu pihak

kepolisian, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang

memadai.
B Saran
j<¥]
&
— Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisis di atas, dan sebagai langkah
&
=akhir dari penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran
™
gtau masukan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini sesuai kemampuan
Eeneliti saat ini, oleh karena itu ada beberapa point yang ingin peneliti
W

H'ampaikan sebagai berikut:
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam
mengembangkan wawasan pengetahuan oleh mahasiswa UIN Suska Riau,

Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya pada jurusan llmu Hukum.
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Disarankan kepada Polresta Pekanbaru agar lebih memperhatikan
peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan didalam undang-undang dalam
menjalankan SOP Kepolisian, lebih porfesional lagi dalam menjalankan
tugasnya dengan sikap sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan
masyarakat yang sesungguhnya, dan kegiatan patroli atau sosialisasi terus
di pertahankan dan ditingkatkan intensitasnya supaya tidak meningkatnya
Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru.

Perlu adanya kerjasama antara instansi Polisi, Pemerintah, dan masyarakat
untuk mencegah terjadinya Vandalisme Halte khususnya di wilayah

Hukum Polresta Pekanbaru.
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Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan
seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura
yang berjudul “Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian.| Mencegah
Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia' dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
[lmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Saltan Sy arif
K&iﬁ1 Riau

@ Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara vang tersebut diatas
dapzt dipanggil untuk diujikan dalam sidang munagasyah di Fakultas Syarniah dan
HuE:m niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3. Pragrem Studi P ILMU HUKUM

4. Jc%!g ¢ B

S 1 :  PEKANBARU

6. Judal Penelitian . IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA

VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
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7. Lokasi Penelitian : 1. POLRES PEKANBARU
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
g gan ketentuan sebagai berikut:
1§ ak melakukan kegiatan yang menyimpang dart ketantuan yang telah ditetapkan.
2 Pxlaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpuian Daia ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
5 tiggal rekomendasi ini diterbitkan.
Gm Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu. kelancaran kegiatan

nelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
ikian rewmenda,,l ini dibuat untuk dipergunakan seperunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
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3 fdna = : FAHRI HIDAYATULLAH

= Hofnor daduk Mahasiswa ;191920711483

§ Zakulta$: / Universitas : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM / UIN SUSKA RIAU
> glamat = - JL. HR. SOEBRANTAS NO. 155 TUAH MADANI

Q= PEKANBARU
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Flanasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset / Penelitian dilSat Reskrim Polresta

anbaru sejak tanggal Maret 2023_déngan judul penelitian

edue)

“"IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA
VANDALISME HALTE DI KOTA PEKANBARU *

ikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya — Gedung B.9 Lt. | dan Il
PEKANBARU
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2@ g o Nomor : 0K,/ Buip . upi- pip / Sk / Hel/ 2013
£33 o
Q 5 o
= ] (= Cror,
558 .2 ;A
2 © ¢ Begrdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
o 3 —_
%pﬁdu §Saxu Pintu Provinsi Riau, Rekomendasi Penelitian Nomor:

DPMISP/NON IZIN-RISET/54290 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra
danm®Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.
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% § Kgpalu UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas»Perhubungan Kota
%e%anba@ dengan ini menyatakan bahwa :

g ;f Neéna . FAHRI HIDAYATULLAH

g v . 11920711483

% g Fakultas :© Syariah‘dan Hukum UIN SUSKA Riau

& § Jurusan ;7 ILMU HUKUM

';D 3 Jenjang . Strata 1

E § Lokasi Penelitian i DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

a:i 5; Mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan riset penelitian pada
%J%I‘. Pengelolaan Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada
-

%/Igret 2023 sampai dengan SELESAI, 'dengan Judul! “IMPLEMENTASI
_-:i‘ 2 GGU?G JAWAB KEPOLISIAN MENCEGAH TERJADINYA VANDALISME
JIELTE DIKOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
@

EHUN ﬁO’Z TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.
[)Emikian Surat Keterangan ini diberikam agar dapat dipergunakan
agajrngna mestinya.

“iequins

DIKELUARKAN DI ;" PEKANBARU
PADA TANGGAL : 17 MARET 2023

KEPALA YPT PENGELOLAAN TRANS

SARW ST(TD), M.T
NIP. 19%40206 200604 1 002
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FAHRI HIDAYATULLAH lahir di Pinang Sebatang
Kecamatan Tualang pada tanggal 21 Agustus 2001.
Peneliti merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari
bapak Iwan dan ibu Lasmiati. Peneliti memulai pendidikan
di SD M.I NUR IKHLAS desa Pinang Sebatang Barat
pada tahun 2007 dan tamat 2013, kemudian ditahun yang
sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 7 Tualang
Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat
SI\&ZEP, peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Taruna Mandiri Kota Pekanbaru
dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai
Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas
Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan menyelesaikan pendidikan
strata satu (S1) pada tahun 2023 dan mendapatkan gelar sarjana (S.H).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha,
peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga
dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif
bagi dunia pendidikan.

;U") Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas
teéelesaikannya skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
M%NCEGAH TERJADINYA VANDALISME HALTE DI KOTA
PF;E,KANBARU”
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